
BUPATI MAROS 

PERATURAN BUPATI MAROS 

NOMOR : �0 Tahun 201 1  

TENT ANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 13  TAHUN 2011 

TENTANG PAJAK REKLAME 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIMAROS 

• 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Maros Nomor 1 3  Tahun 201 1  tentang Pajak Reklame, maka perlu 

segera dilaksanakan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 3  Tahun 201 1  Tentang Pajak 

Reklame. 

1 .  Undang-Undang Nomor 29 T ahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah 

Tk. I I  di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republikilndonesia Nomor 3851) ;  

3. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



5. Undang-Undang Nomor 1 0  Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3684 ); 

6. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kal\ terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
. 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Propvinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

12 .  Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1 ); 

13 .  Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang 

Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros 

Tahun 2008 Nomor 07); 



14.  Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 3  Tahun 201 1  Tentang 

Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 201 1  

Nomor 13) ;  

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN SUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KASUPATEN MAROS NOMOR 13  TAHUN 201 1  TENTANG PAJAK 

REKLAME 

Pasal 1 

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 3  Tahun 201 1  Tentang Pajak 

Reklame 

Pasal2 

Menunjuk Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maras selaku pelaksanan Peraturan 

daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ,  dan dikoordinasikan dengan instansi terkait. 

Pasal 3 

Hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 3  

Tahun 201 1  tentang Pajak Reklame akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Supati. 
r 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati ini 

dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Maras. 

P A R 

Diundangkan di Maras 

pada tanggal : ts-- A�u.du.r J.o 1 1  

SEKRETARIS DAERAH, 

Ditetapkan di Maros 

pada tanggal : IS- 4t:)urru,r :z.ou 

BUP I MAROS 
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SEKWILDA 

1:\.SISTEN 

Ir. H. BAHARUDDIN, MM 
Pangkat : Pembina Utama Madya 
Nip : 19600909 198603 1 029 

SERITA DAERAH KASUPATEN MAROS TAHUN 2011  NOMOR:  (c; G  


